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Tadarus Ramadan Jaringan Islam Liberal, 9 September 2008. Mengaji al-Siyãsah al-
syar’iyyah karya Ibnu Taimiyyah (1263 – 1328) 

Sumber: http://saidiman.wordpress.com/2008/10/21/jejak-liberal-dan-fundamentalis-dalam-
pemikiran-ibnu-taimiyyah/ 

Charles Cruzman mengemukakan teori tentang asal muasal kaum liberal dan fundamentalis 
yang berakar pada pemikiran yang sama. Keduanya berangkat dari kegelisahan untuk 
melakukan perubahan. Bedanya adalah bahwa jika kaum liberal melakukan perubahan 
dengan menatap ke depan sambil membawa masa lalu yang relevan, sementara kaum 
fundamentalis sepenuhnya kembali ke masa lalu. Ibnu Taimiyyah tampak mewakili tesis 
yang dikemukakan oleh Cruzman ini. Tadarus Ramadan Jaringan Islam Liberal 2008 hari 
kedua mengupas pemikiran Ibnu Taimiyyah yang tertuang dalam buku al-Siyãsah al-
syar’iyyah. Pada tadarus ini, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dan Novriantoni, Lc, M.Si. tampil 
sebagai pembicara. 

Musdah Mulia mengawali pengajian dengan memberi latar belakang kehidupan Ibnu 
Taimiyyah. Abul Abbas bin Abdul Halim bin Abdullah bin Muhammad Ibn Taimiyyah lahir 
dari lingkungan mazhab Hanbali. Ayahnya, Shihabuddin bin Abdul Halim, adalah seorang 
ulama Hanbali. Kakeknya, Majduddin bin Abdullah, juga adalah ulama besar Hanbali. 
Demikian pula dengan pamannya, Fakhruddin bin Abdul Salam. Dia sendiri tidak pernah 
mengklaim diri sebagai ulama Hanbali. 

Ibnu Taimiyyah lahir di tengah kondisi yang carut marut. Berasal dari Harran, kota kecil di 
Suriah. Ketika Mongol menyerbu kota itu, dia dan keluarganya hijrah ke Damaskus. Saat itu 
adalah beberapa tahun ketika kekuatan Mongol, Khulaghu Khan, menghancurkan Baghdad. 
Khilafah hancur. Kekuasaan Islam kemudian berhasil dibangun kembali di tangan Dinasti 
Mamluk, dinasti yang terbangun dari budak-budak dari Turki yang kemudian berhasil 
menghalau pasukan Mongol. Di masa inilah Sajarat al-Durr menjadi ratu pertama di dalam 
pemerintahan Islam. Tetapi dinasti yang tidak terlalu kokoh ini kemudian dipenuhi dengan 
cerita kelam dan darah.  

Di atas situasi huru hara itulah Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi intelektual. Muridnya, Abdul 
Rahman, mengatakan bahwa karya Ibn Taimiyyah tidak kurang dari 500 judul. Karya 
terbesarnya adalah Majmu’ Fatãwa (Kumpulan Fatwa) yang mencapai 37 jilid. Sebagian 
besar bukunya ditulis di dalam penjara. Dia sendiri meninggal di penjara. 

Menurut Musdah, sebetulnya kajian politik yang lebih serius bukan dalam buku al-Siyãsah 
al-syar’iyyah, melainkan buku Minhãj al-Sunnah al-Nabawiyyah dan Ahisbatul Islam. 
Musdah menekankan bahwa sebelum membaca pemikiran Ibnu Taimiyyah, kita harus masuk 
ke abad XIV. Ibnu Taimiyyah pertama-tama mengembangkan pemikirannya dalam rangka 
membasmi pemikiran-pemikiran taklid, yang dalam hal ini adalah sufisme. Dia menulis buku 
Araddu ‘alã al-Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah. Dia ingin membersihkan pemikiran-pemikiran 
ummat Islam dari pemikiran sufi yang tidak mencerahkan. Dia kemudian mengembangkan 
perlunya membuka kembali pintu ijtihad. Berangkat dari komitmen inilah kemudian Ibnu 
Taimiyyah merumuskan konsep-konsep mengenai negara. 

Kenapa kita perlu bernegara? Dalam kitab al-Siyãsah, dia menyebut alasan sosiologis bahwa 
manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok. Ibnu Taimiyyah percaya bahwa 
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membangun negara adalah bagian dari perintah Allah bahwa kita harus memikirkan urusan-
urusan bersama. Untuk mendukung argumentasinya, ia mengemukakan hadis “man lam 
yahtam bi amri al-muslimîn fa laisa minhum (siapa yang tidak memikirkan urusan 
masyarakat maka sebetulnya dia bukan seorang Muslim). Ini tidak berbeda dengan pemikiran 
sebelumnya: Al-Farabi, Ibn Abi Rabi, dan Al-Gazali yang mengadopsi pemikiran Plato dan 
Aristoteles.  

Menurut Ibnu Taimiyyah, negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin amar ma’ruf 
nahî mungkar. Amar makruf nahi mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara. 
Dalam buku al-Siyãsah, negara bertujuan untuk menegakkan syariah. Tetapi dia tidak 
memerinci tentang apa yang dimaksud dengan melaksanakan syariah. Dia hanya menyebut 
bahwa negara adalah amanah. Untuk itu kepala negara harus berlaku amanah.  

Kepercayaan Ibnu Taimiyyah kepada negara untuk menjamin terlaksananya perintah agama 
tampak sangat dominan. Semakin nyata kemudian ketika Ibnu Taimiyyah merumuskan posisi 
kepala negara dalam buku Minhãju al-Sunnah. Bagi Ibnu Taimiyyah, kepala negara adalah 
bayangan Tuhan di muka bumi. Pandangan ini sebetulnya muncul dari Arianisme yang 
kemudian diadopsi oleh ummat Islam pada abad ke-9. Bagi Ibnu Taimiyyah, tidak boleh ada 
upaya penurunkan kepala negara atau beroposisi. Karena sejelek-jeleknya kepala negara jauh 
lebih baik daripada tidak bernegara. Namun begitu, Ibnu Taimiyyah juga menolak pandangan 
yang mengatakan bahwa imãmah adalah rukun Islam, sebagaimana yang diakui oleh 
kelompok Syiah.  

Kendati Ibnu Taimiyyah tidak memberi perincian mengenai bentuk negara ideal. Beberapa 
respon terhadap pemikiran yang berkembang saat itu menempatkannya sebagai pemikir yang 
cukup maju. Secara tegas Ibnu Taimiyyah menolak konsep kelompok Syi’ah yang 
menyatakan bahwa kepala negara harus berasal dari ahl al-bait, karena dianggap ma’sum 
atau terbebas dari dosa. Menurut Ibnu Taimiyyah, tidak ada seorang pun yang ma’sum, 
bahkan seorang nabi sekalipun. Nabi hanya ma’sum pada perkara-perkara kenabian, tetapi 
tidak untuk urusan duniawi.  

Dia juga menolak pandangan kelompok Sunni, yang dirumuskan oleh al-Mawardi, bahwa 
kepala negara harus sehat jasmani dan berasal dari suku Quraisy. Prasyarat sehat dan 
penampilan fisik, bagi Ibnu Taimiyyah, tidak perlu untuk seorang kepala negara, sebab Nabi 
sendiri pernah menyuruh sahabat untuk taat kepada seorang budak yang buruk rupa.  

Pengenai pemimpin yang harus berasal dari suku Quraisy, Ibnu Taimiyyah jelas menolak 
bahkan mengecamnya. Pandangan mengenai al-aimmatu min Quraisyin adalah pandangan 
dominan dalam Islam sejak abad ke-2 sampai masa Ibn Khaldun. Jika Ibn Taimiyyah sudah 
melakukan penolakan terhadap konsep ini, Ibn Khaldun justru melakukan rasionalisasi. 
Menurut Ibn Khaldun, yang dimaksud dengan Quraisy bukan lagi berarti keturunan darah 
Quraisy, tetapi yang diambil adalah sifat-sifat kepemimpinan yang mencerminkan suku 
Quraisy, yaitu keberanian, keperkasaan, dan ta’ashshub (solidaritas kelompok).  

Musdah Mulia melihat bahwa ada yang ganjil pada masalah ini. Ummat Islam demikian 
mudah menerima penolakan terhadap konsep kepemimpinan Quraisy, di mana sebelumnya 
dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. Tidak ada persoalan yang benar-benar 
keras ketika doktrin ini dihapus. Sementara konsep-konsep mengenai ketimpangan gender 
sangat susah untuk dicabut, misalnya hadis “lan yufliha qaumun wallû amra’ahum 
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imra’atan” (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada 
perempuan). 

Bagaimana mengangkat kepala negara? Masyarakat Muslim ketika itu menerima dua metode: 
penunjukan dan pemilihan. Penunjukan berasal dari kalangan Syiah. Sementara Sunni 
memilih konsep pemilihan tetapi oleh segelintir orang yang disebut sebagai ahl al-halli wa 
al-aqdi. Ibn Taimiyyah menolak konsep ahl al-halli wa al-aqdi sembari mengajukan konsep 
ahl al-syauqah yakni semua kelompok dalam masyarakat yang memiliki otoritas: petani, 
militer, pengusaha, dan seterusnya. Di sini Ibnu Taimiyyah secara sederhana mulai 
memperkenalkan konsep perwakilan dalam politik. Dia memang tidak menyebut bahwa ahl 
al-syauqah juga terdiri dari orang awam, budak, dan perempuan. Namun ahl al-halli wa al-
aqdi jelas tidak memasukkan unsur orang awam, budak, perempuan, difabel, dan orang kafir 
dalam komposisinya.  

Perhatian Ibnu Taimiyyah terhadap upaya membangun negara memiliki dasarnya dalam 
karakter pemikiran Ibnu Taimiyyah yang secara umum berupaya untuk menjadikan segala 
sesuatu tampak jelas. Dia mengutip hadis: “Anã nabiy al rahmah anã nabiy al malhamah” 
(saya adalah nabi yang penuh kasih sayang tapi juga hebat di medan pertempuran). Dia juga 
mengutip “Anã al-duhhûq al qaththãl” (saya adalah nabi yang suka guyon, tapi saya juga 
bisa sangat mematikan). Bagi Ibn Taimiyyah, Islam bukan hanya semata-mata agama damai, 
tapi juga bisa menjadi agama yang keras. Buku yang sedang dikaji dimulai dengan ayat “wa 
anzala ma’ahul hadid.” Menurut Novriantoni, sebetulnya ini adalah ayat yang berhubungan 
dengan besi, tetapi Ibnu Taimiyyah kemudian menghubungkannya dengan doktrin lain bahwa 
Nabi itu diberi bekal dengan kitab dan timbangan. Sebetulnya ada ayat “huwa alladzî ba’atsa 
fî al-ummiyyîna rasûlan minhum yatlû alaihim ãyãtihî wa yuzakkîhim wa yu’allimuhumul 
kitãba wa al-hikmah.Tetapi Ibnu Taimiyyah kelihatan tidak terlalu suka dengan konsep kitab 
dan hikmah, dia lebih suka dengan konsep kitab dan timbangan (mizãn). Timbangan ini 
adalah sebuah upaya untuk menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti. Hadid adalah besi. 
Dan besi adalah kekuasaan. 

Menurut Novri, kitab al-Siyãsah adalah semacam doktrin agar ummat Islam tidak bersifat 
lemah. Agama bukan hanya spiritualitas. Agama ini juga adalah persoalan supremasi atau 
perebutan kekuasaan. Di akhir kitab, dia menyebut empat jenis manusia: yurîdûna al ‘ulû ala 
al-nãs wa al-fasãd fî al-ardhy (mereka yang ingin merebut kekuasaan dan ingin melakukan 
pengrusakan, berbuat onar); alladzina yurîdûna al-fasãd bila ‘ulû (semata-mata untuk bikin 
onar tapi tidak ingin mendominasi); yurîdûna al-‘ulû bila fasãd (ingin berkuasa tapi tidak 
mau malakukan pengrusakan); dan alladzina lã yurîdûna ‘uluwwan fi al-ardhy wa lã fasãd 
(tidak ingin supremasi tapi juga tidak ingin melakukan pengrusakan di bumi).  

Ibnu Taimiyyah mengejek bentuk agama tanpa kekuasaan, demikian pula kekuasaan tanpa 
agama. Bagi dia, ini adalah jalan bagi maghdûb alaihim wa al-dhãllîn (jalan yang termurkai 
dan sesat). Pada teks lain dia menyebut bahwa jalan yang termurkai itu adalah jalan orang-
orang Yahudi, sementara jalan yang sesat adalah jalan orang-orang Kristen. Yahudi dalam 
konteks ini identik dengan Daud yang membangun kekuasaan. Sementara Kristen bersama 
Yesus tidak berhasil membangun kerajaan duniawi. Yang paling ideal adalah Muhammad 
yang berhasil mengambil jalan tengah atau mewujudkan keduanya, dia menyebutnya sebagai 
al-shirãt al-mustaqîm (jalan yang lurus). 
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Menurut Novri, dalam memandang kekuasaan, Ibn Taimiyyah mengambil posisi yang sangat 
pragmatis. Tujuan kekuasaan, bagi Ibnu Taimiyyah, sesungguhnya adalah ambisi untuk 
menjadi seperti Fir’aun; sementara mereka yang ingin kaya adalah untuk meniru Qarun. 
Karena itu, dia mendesak agar agama masuk ke dalam kekuasaan. Pandangan ini berbeda 
dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya yang cenderung positif terhadap politik. Imam 
Syafi’i, misalnya, mengatakan “La siyãsata illã mã wafaqa al-syar’” (tidak ada politik yang 
menyalahi syariah). Ibn al-Jauzi menyatakan “Inna al-syari’ata siyãsatun ilãhiyyatun wa 
muhal ayyaqa siyãsatun ila halalun yahtãju ma’ahu siyãsatu al-halqi” (politik identik dengan 
syariat, syariat sendiri adalah politik ketuhanan). Bagi Jauzi, Tuhan berpolitik di dunia 
dengan cara menurunkan syariat. Dalam syariat itu sendiri sudah terkandung semua aspek 
kehidupan ummat manusia untuk diatur menurut hukum-hukum Tuhan. 

Buku ini berisi dua hal utama: bagaimana mencari pemimpin dan masalah hukum. Ketika 
bicara mengenai hukum, maka semua bentuk hukum Islam itu keras. Kesemuanya ini, 
menurut Novri, diadopsi hampir seratus persen oleh rezim Taliban. Dalam buku Khazanah 
Intelektual Islam, Nurcholish Madjid menyebut Ibnu Taimiyyah adalah pemikir yang sering 
disalahpahami. Bagi Cak Nur, Ibnu Taimiyyah justru memiliki banyak sumbangan penting 
dalam studi-studi sosial. Namun menurut Novri, agak berlebihan jika terlalu banyak berharap 
kepada Ibnu Taimiyyah. Sebab jika dirujuk dari sejarah, maka Ibnu Taimiyyah sesungguhnya 
lahir pada masa kemunduran Islam yang mencoba untuk melakukan purifikasi Islam. Dia 
adalah seorang literalis. Hampir tidak ada statemen yang tidak mengutip al-Qur’an dan Hadis, 
dia hampir tidak pernah mengutip orang lain.  

Ibnu Taimiyyah memang menawarkan beberapa konsep yang bisa dijadikan landasan bagi 
pengembangan pemikiran liberal, tetapi juga menjadi pemicu bagi perkembangan pemikiran 
fundamentalis. Mengenai jihad, misalnya, Ibnu Taimiyyah dianggap sebagai bapak kaum 
salafis-jihadis. Dia mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir adalah jihãdul fãdhil. 
Dia juga menegaskan bahwa orang yang kepadanya sudah sampai kabar mengenai Nabi 
Muhammad yang membawa syariat Islam kemudian dia tidak menganut Islam wajib dibunuh. 
Jika dalam tradisi klasik perdebatan yang muncul seputar mereka yang menerima kabar tapi 
tidak beriman adalah apakah dia masuk surga atau tidak, maka bagi Ibnu Taimiyyah apakah 
dia dibunuh atau dibiarkan hidup. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa sepanjang kehidupan 
nabi adalah jihad. Nabi istirahat dari jihad hanya karena ia lemah. Sepanjang tahun di 
Madinah dipenuhi dengan perang. 

Di akhir pengajian, salah satu peserta diskusi, M. Dawam Rahardjo, mengajukan tesis 
mengenai Islam dan negara. Dawam mencoba melampaui pemikiran Ibnu Taimiyyah 
mengenai negara yang dicipta sebagai instrumen agama. Bagi Dawam, cita-cita utama Nabi 
Muhammad adalah kekuasaan atau membangun negara. Agama justru adalah intrumen untuk 
mempertahankan negara.  

Wallahu a’lam 

 


